



Tiara Prihatningsih, S.H., S351508038, Pelaksanaan Pemberian Ganti 
Kerugian Bagi Pemegang Hak Milik Atas Tanah Dalam Pengadaan Tanah 
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Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali, 2018, Program Kenotariatan 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjawab rumusan 
masalah mengenai pelaksanaan pemberian Ganti Kerugian bagi pemegang Hak 
Atas Tanah untuk Pembangunan jalan tol Solo – Mantingan I Di Desa Sawahan 
Kecamatan Ngemplak Kabupaten Boyolali dalam proses musyawarah 
sebagaimana ditentukan Pasal 37 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang 
Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan aspek 
keadilan dalam pemberian Ganti Kerugian bagi pemegang Hak Atas Tanah untuk 
Pembangunan jalan tol Solo – Mantingan I Di Desa Sawahan Kecamatan 
Ngemplak Kabupaten Boyolali . 
Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris yang bersifat 
deskriptif analitis. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan undang-
undang dan pendekatan konseptual. Lokasi penelitian di Boyolali. Jenis data yang 
digunakan adalah data primer yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum 
sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum yang 
dipakai dalam penelitian ini adalah wawancara dan kepustakaan. Teknik analisis 
data dilakukan dengan analisis data kualitatif menggunakan pola berfikir metode 
analisis deskriptif. 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan kesimpulan 
bahwa Pemberian ganti kerugian bagi pemegang Hak Atas Tanah untuk 
pembangunan jalan tol Solo – Mantingan I Di Desa Sawahan Kecamatan 
Ngemplak Kabupaten Boyolali tanpa melalui proses musyawarah dikarenakan 
proses musyawarah membutuhkan waktu yang lama sedangkan pemerintah diburu 
waktu untuk segera menyelesaikan proyek jalan tol Solo – Mantingan I oleh 
Pemerintah Pusat, penetapan nilai ganti rugi ditentukan oleh Kantor Jasa penilai 
Publik (KJPP) dari Pemerintah Pusat dan tidak ada tawar menawar harga yang 
bersifat final. Pemberian ganti kerugian bagi pemegang hak atas tanah untuk 
pembangunan jalan tol Solo – Mantingan I Di Desa Sawahan Kecamatan 
Ngemplak Kabupaten Boyolali belum ada aspek keadilan karena terdapat 
perbedaan nilai ganti kerugian, nilai ganti kerugian ditetapkan oleh KJPP dari 
Pemerintah pusat yang dihargai per-bidang dan tidak diadakannya musyawarah 
juga menjadi alasan bagi warga untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri. 
 










Tiara Prihatningsih, S.H., S351508038, Compensation Payment 
Implementation for Land Ownership Holder on Procurement Land of Tollroad 
Construction of Solo-Mantingan I in Desa Sawahan, Kecamatan, Ngemplak, 
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This research aims to find out and answer problem statement concerning 
Implementation of Compensation Payment for Land Ownership Holder on 
Tollroad Construction of Solo-Mantingan I in Desa Sawahan, Kecamatan 
Ngemplak, Kabupaten Boyolali, in deliberation process as provided in Article 37 
Act No. 2 of 2012 concerning Procurement Land of Development For Public 
Interest and aspect of justice in giving Compensation Payment for Land 
Ownership Holder on Tollroad Construction of Solo-Mantingan I in Desa 
Sawahan, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali. 
This research uses empirical legal research which has nature analytical 
descriptive. This research also uses statute approach and conceptual approach. 
The research is conducted in Boyolali. Type of data used is primary data 
consisting of primary, secondary, and tertiary legal material. Techniques of 
collecting legal material uses interview and literature review. Technique of 
analysis data is conducted by qualitative data analysis using analytical 
descriptive method. 
Based on the research finding and discussion, it is concluded that 
compensation payment for land owneship holder of tollroad Construction of Solo-
Mantingan I in Desa Sawahan, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali, is 
given without going through any deliberations, because its process takes a long 
time. Meanwhile, the government is asked to finish the project of tollroad Solo-
Mantingan I immediately by Central Government. The value of compensation for 
land acquisition of tollroad Solo-Mantingan I was decided by Kantor Jasa penilai 
Publik (KJJP) of Central Government, the price is absolute and there is no 
bargain process. There is no aspect of justice in processing Compensation 
payment for land ownership holder of Construction of Solo-Mantingan I in Desa 
Sawahan, Kecamatan, Ngemplak, Kabupaten Boyolali, because there are 
differences in the compensation value, compensation payment value was decided 
by KJJP of Central Government which the land was valued on per-sector, and 
there is no deliberation held becomes a reason for citizens to file a lawsuit to the 
District Court. 
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